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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, 
PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA 
PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING 

ABSTRAK :  - Bahwa mengingat terdapat perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan pemberian 
hibah serta untuk menjaga akuntabilitas pemberian hibah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 
84/PMK.08/2020 (BN Tahun 2020 No. 714), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN 
Tahun 2021 No. 1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam rangka pengelolaan anggaran Pemberian Hibah, Menteri bertindak selaku 
pengguna anggaran bendahara umum negara dibantu PPA BUN Pengelolaan Hibah. 
Menteri menunjuk Direktur Jenderal sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah. 
Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Hibah, Menteri menunjuk Direktur Utama LDKPI 
sebagai KPA BA BUN Pengelolaan Hibah. Dalam hal Direktur Utama LDKPI berstatus 
tenaga profesional non-pegawai negeri sipil, Menteri menetapkan pejabat yang 
berstatus pegawai negeri sipil pada LDKPI sebagai KPA BA BUN Pengelolaan Hibah. 
Dalam rangka pencairan Pemberian Hibah dalam bentuk uang tunai, Direktur Utama 
LDKPI menyampaikan salinan Perjanjian Pemberian Hibah yang telah ditandatangani 
para pihak kepada Penanggung Jawab Kegiatan. Penanggung Jawab Kegiatan 
menyampaikan SUP-PH kepada KPA BA BUN Pengelolaan Hibah dengan tembusan 
kepada Direktur Utama LDKPI sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf 
A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam rangka 
pencairan Pemberian Hibah dalam bentuk uang tunai, Direktur Utama LDKPI 
menyampaikan salinan Perjanjian Pemberian Hibah yang telah ditandatangani para 
pihak kepada Penanggung Jawab Kegiatan. Penanggung Jawab menyampaikan SUP-PH 
kepada KPA BA BUN Pengelolaan Hibah dengan tembusan kepada Direktur Utama 
LDKPI sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 28 Januari 2022. 

    

    

 


